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Motto :
Selama sejam mengisi, meratapi hilangnya hak asasi mereka yang lemah jauh
lebih mulia dari pada seabad yang kau lewati dalam ketamatan dan untuk

merampas hak orang.* )

*) Krishna, Anand. 2000. Bersama Kahlil Gibran Menyelami ABC Kehidupan,
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
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RINGKASAN

Perbuatan Pasukan Penaggulangan Huru-Hara (PHH) yang telah
melakukan penembakan gas air mata, melepas tabung gas asap, serta tembakan-
tembakan senapan ke atas, dan melakukan pemukulan tongkat ke arah rombongan
mahasiswa Bengkulu yang sedang melakukan unjuk rasa turun ke jalan pada
tanggal 9 Mei 1998 merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia
sekaligus Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian di pihak
mahasiswa Bengkulu, yaitu 9 orang mahasiswa peserta unjuk rasa menderita luka-
luka dan secara tidak langsung pula hal ini dapat menimbulkan adanya rasa takut
untuk menyalurkan aspirasi.

Permasalahan sekaligus sebagai tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini
adalah tentang bagaimana Perbuatan melawan Hukum sebagai perbuatan yang
melanggar Hak Asasi Manusia, penggunaan surat kuasa insidentil dalam
menyelesaikan perkara perdata, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI
No0.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2000. Selanjutnya dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif, dan didukung oleh sumber data sekunder yang
berasal dari dokumen putusan Mahkamah Agung No.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31
Oktober 2000, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur ilmiah yang
berhubungan dengan materi dalam skripsi ini, sehingga dapat dilakukan analisa
deskriptif kualitatif.

Dasar hukum di dalam skripsi terdiri atas Pasal 30 ayat (4) jo pasal 28]
UUD 1945 jo Pasal 33 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo
Pasal 13 UU No2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo
Pasal 1365 KUHperdata jo Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR jo Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 1960 reg. No.11.K/Sip/21960. Sedangkan
landasan teort yang dipergunakan adalah tentang surat gugatan, gugatan tidak
dapat diterima dan gugatan yang ditolak, pengertian tentang kepolisian Republik

Indonesia, dan surat kuasa serta macam-macamnya.

Xil



Pada bagian pembahasan dan pada akhimya menjadi suatu kesimpulan
yang dapat diambil oleh penulis dalam skripsi adalah bahwa Perbuatan Melawan
Hukum Pasukan Penanggulanan Huru-Hara (PHH) terhadap mahasiswa
Bengkulu, sehingga menyebabkan 9 orang mahasiswa menderita luka-luka
merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena setiap orang
berhak untuk bebas dari segala macam bentuk penyiksaan, perhukuman atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaannya., Penggunaan surat kuasa insidentil secara hukum dapat
dipergunakan dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, asalkan telah
memenuhi persyaratan sebagai surat kuasa. Dasar pertimbangan hukum
Mahkamah Agung No.3515.K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2000 atas gugatan
perdata mahasiswa Bengkulu terhadap Kepolisian Republik Indonesia adalah
tepat ditinjau dari sisi kepastian hukumnya, akan tetapi kurang tepat apabila

ditinjau dari sisi keadilan.
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Hofmann dan Drion memberikan pengertian tentang ganti rugi terhadap
pelanggaran hak subyektif akibat Perbuatan Melawan Hukum ini, yaitu :
1. penggantian dalam bentuk uang terhadap berkuarangnya kekayaan;

2. pemulian kedalam keadaan semula (herstil in natura-restitutio integrumy;

(%]

penggantian biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan semula; dan
atau
4. penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan

oleh orang lain (Sudikno Mertokusumo, 1992:320).

Pemberian ganti rugi ini diberikan atas semua kerugian yang telah diderita
akibat pelanggaran hak subyekuf setelah dipertimbangkan adanya kesalahan,
hubungan sebab-akibat (hubungan kausal) antara kerugian dengan perbuatan
dengan memperhatikan sejauh mana telah terbukti adanya kerugian itu. Dalam
kasus unjuk rasa mahasiswa tersebut terdapat unsur kesalahan aparat kepolisian,
yang telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan mereka telah terbukti
melakukan tindakan penyiksaan terhadap mahasiswa Bengkulu pada saat mereka

menggelar aksi unjuk rasa tanggal 9 Mei 1998.

3.2. Penggunaan Surat Kuasa Insidental secara Hukum dalam

Menyelesaikan Perkara Perdata

Untuk beracara di muka persidangan, dalam hukum acara perdata tidak ada
suatu keharusan untuk mewakilkan kepada seorang kuasa, namun apabila
dikehendaki para pihak boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat
kuasa istimewa. Orang vyang langsung berkepentingan sendiri dapat aktif
bertindak sebagai pihak di pengadilan, sebagai penggungat maupun tergugat.
Mereka disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung
dalam perkara. Di samping itu juga sering terjadi bahwa pihak materiil
memerlukan suatu wakil untuk beracara di muka pengadilan karena mereka
memang tidak mungkin beracara tanpa diwakili, seperti halnya badan hukum
(Pasal 8 No.2 RV) (R. Soeroso;1996:13).

Pasal 1792 KUHPerdata memberikan pengertian tentang pemberian kuasa

yaitu suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain



	isi.pdf
	daftar.pdf

